PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
SECARA TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan/atau pengrusakan laut, mengamanatkan
bahwa lingkungan laut Indonesia umumnya dan pengelolaan wilayah
pesisir Kabupaten Halmahera Barat khususnya adalah merupakan salah
satu bagian lingkungan laut yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha
Esa, berfungsi sebagai sarana mata pencaharian kehidupan masyarakat
kawasan pesisir yang perlu dikelola secara terpadu dan
berkesinambungan.

b. bahwa pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan
beserta sumber daya alamnya bertujuan untuk memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan hidup
mahluk hidup baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terintegrasi dan Berkelanjutan di
Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Paraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Rl Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
(Lembaran Negara RI Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2294);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (Lembaran Negara Rl Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3260);

4. Undang-undang Nomor A. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention On The Law Of The Sea (Lembaran Negara Rl Tahun
1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Rl Tahun 1990 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
(Lembaran Negara Rl Tahun 1996  Nomor 73 Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3647);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan lembaran
Negara Nomor 3699);

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pelayaran (Lembaran
Negara Rl Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3493);

9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4169);
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10.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
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Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4264);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4377);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4548);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4725);

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4851);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4959);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 25 , Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 5011.);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Rl Nomor 140)
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5059 );

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5073)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka
Alam dan Pelestarian (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4523.)

Peraturan Pemerintan Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Rl Tahun 1999
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara 3910);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan
Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153)
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Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kwalitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI
Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
Peraturan Pemerintah Nomor 36. Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban
Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan
Indonesia (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4209);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban
Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur
Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan (Lembaran
Negara Rl Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor
421 Lembar 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat
Geografis Titik- titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran
Negara RI Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4211);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten / Kota.(Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber
Daya lkan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4779);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara 4858)

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5103);

Keputusan Presiden Rl Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pedoman
Pengelolaan Kawasan Lindung melalui Kegiatan Identifikasi, Konservasi,
dan Eksploitasi Terkendali untuk Melindungi Sumberdaya Alam,
Keanekaragaman Hayati, Ekosistem Langka, Sejarah dan Budaya.
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung;

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan
Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Dan
BUPATI HALMAHERA BARAT
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SECARA
TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.

1.
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat.

Bagan adalah alat penangkap ikan berbentuk bangunan, baik yang menetap atau bagan tancap
maupun yang tidak menetap atau bagan apung, yang menggunakan jaring dan operasional selalu
pada malam hari dengan menggunakan alat bantu lampu.

Badan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (BP3K) adalah Badan Non Struktural yang
dibentuk dengan Keputusan Bupati;

Budidaya laut (marine culture) adalah cara pemeliharaan hewan dan tumbuhan laut seperti
berbagai jenis ikan laut, udang-udangan, kerang-kerangan dan berbagai jenis rumput laut, di suatu
tempat dan dengan menggunakan metode tertentu.

Daerah perlindungan laut adalah daerah pesisir dan laut yang meliputi terumbu karang, hutan
mangrove, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan
ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut
yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam Peraturan Desa/Ketentuan
Kelurahan.

Daerah Aliran Sungai adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh dua punggung gunung di mana
curah hujan yang jatuh ke daerah tersebut mengalir melalui satu saluran tertentu, yaitu sungai
atau aliran air lainnya.

Degradasi adalah : keadaan dimana terjadinya penurunan daya dukung / kualitas lingkungan
akibat aktifitas / kegiatan manusia yang melebihi Ambang batas daya dukung lingkungan (Carring
Capaciti).

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik (interaksi dan interalasi) antara
organisme dengan lingkungan;

Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta
proses yang menghubungkan mereka dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan
produktifitas;

Estuari adalah daerah litoral yang agak tertutup (teluk) di pantai, tempat sungai bermuara dan air
tawar dari sungai bercampur dengan air asin dari laut, biasanya berkaitan dengan pertemuan
perairan sungai dengan perairan laut.

Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai
yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut;

Garis sempadan pantai adalah garis batas yang diukur dari air laut pasang tertinggi ke arah
daratan mengikuti lekukan pantai dan/atau disesuaikan dengan topografi setempat;

Keramba Jaring Apung adalah suatu sarana pemeliharaan ikan atau biota air yang kerangkanya
terbuat dari bambu, kayu, pipa paralon atau besi berbentuk persegi yang diberi jaring dan diberi
pelampung (misalnya drum plastik atau stereoform) dan menggunakan jaring, agar wadah tersebut
tetap terapung di dalam air. Kerangka dan pelampung berfungsi untuk menahan jaring agar tetap
terbuka di permukaan air dan jaring yang tertutup di bagian bawahnya digunakan untuk
memelihara ikan selama beberapa bulan;

Konservasi laut adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati laut yang pemanfaatannya dilakukan
secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan
meningkatkan kualitas keaneka ragaman dan nilainya, serta merehabilitasi sumberdaya alam laut
yang rusak;

Lamun adalah sejenis tumbuhan laut berbunga yang tumbuh di dasar laut berpasir atau
bersubstrat halus yang tidak begitu dalam, dan sinar matahari masih dapat menembus ke dasar
sehingga memungkinkan tumbuhan tersebut berfotosintesis;

Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek funsional;

Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang berada di wilayah pesisir yang
memperlihatkan tata kehidupan sehari-hari secara alamiah berdasarkan Peradaban/perilaku yang
sudah diterima sebagai nilai-nilai moral yang berlaku umum dalam memanfaatkan wilayah pesisir.
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Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon
mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur
atau berpasir, seperti pohon api-api (Avicennia spp), bakau (Rhizophora spp);

Pusat Informasi Pesisir dan laut (PIPL) adalah : sarana dan prasarana yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan menyebarkan informasi secara detail, akurat dan
terpercaya tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terintegrasi dan berkelanjutan
(Sustainable).

Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu kilometer
persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang berada di atas permukaan air.
Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya
wilayah pesisir.

Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau
pihak lain dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan
sumberdaya wilayah pesisir dengan melibatkan atau memberdayakan masyarakat setempat.
Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan
pengendalian sumber daya pesisir secara berkelanjutan yang di integrasikan kedalam kegiatan
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara Pemerintah dengan
Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen
dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan
perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target
pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional;

Rencana Strategis Wilayah Pesisir selanjutnya disebut RSWP;

Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya dari masing-
masing satuan disertai penetapan kisi-kisi tata ruang pada kawasan perencanaan yang memuat
batasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir selanjutnya disebut RZWP;

Rencana Pengelolaan adalah : rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan
tanggung jawab pengambilan keputusan di antara berbagai Stakcholder tentang kesepakatan
penggunaan sumberdaya di kawasan perencanaan.

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir selanjutnya disebut RPWP.

Rencana Tahunan adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran untuk beberapa
tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh
Instansi-instansi Pemerintah Daerah, guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan
pengembangan di kawasan perencanaan;

Rencana Tahunan Wilayah Pesisir selanjutnya disebut RTWP; Reklamasi Kawasan pesisir
selanjutnya disebut perluasan kawasan pesisir adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara
penimbunan dan pengeringan laut di perairan;

Sumberdaya Wilayah Pesisir adalah : sumberdaya yang tersedia dan berada diwilayah pesisir
yang meliputi sumberdaya hayati seperti : lkan, Terumbu karang, rumput laut, padang lamun,
hutan mangrove, serta biota lainnya; Sumberdaya non hayati seperti : pasir, air laut, mineral dan
dasar laut ; sumberdaya buatan (nir-hayati) seperti : Infrastruktur Laut; serta Jasa Lingkungan
seperti : keindahan alam, permukaan dasar laut, didasar laut, seperti minyak dan gas, pasir, timah,
dan mineral lainnya, energi gelombang laut.

Wilayah laut kewenangan Provinsi adalah wilayah laut Provinsi dikurangi sepertiganya sebagai
wilayah laut kewenangan Kabupaten

Wilayah Pesisir adalah Daerah Peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh
perubahan di darat dan laut.

Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa tehnik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas
fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis
yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir;



-6-

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam
lingkungan Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

(2) Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi daerah peralihan antara ekosistem
darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut, kearah laut sejauh 4
(empat) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut.

(3) Pulau-pulau di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat dalam ruang lingkup berlakunya Peraturan
Daerah ini.

(4) Pengelolaan Pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya dilakukan secara menyeluruh
berdasarkan satu gugusan pulau-pulau dan/atau keterkaitan pulau tersebut dengan ekosistem
pulau induk.

Pasal 3

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat mempunyai hak meminta informasi dan mengawasi
usaha dan/atau kegiatan di luar Wilayah Halmahera Barat yang dapat memiliki dampak yang
menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam wilayah Kabupaten Halmahera
Barat.

BAB Il
ASAS, TUJUAN, MANFAAT DAN PRIORITAS

Pasal 4

Asas-asas dalam pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil secara terintegrasi dan
berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Barat adalah :

a.

b.

Asas berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi

kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Asas keterpaduan, yaitu :

1. Keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal; dengan mengintegrasikan kebijakan dan
perencanaan dari sektor dan instansi terkait;

2. Keterpaduan perencanaan sektor secara vertikal dengan mengintegrasikan kebijakan dan
perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti pusat, provinsi  dan
kabupaten/kota;

3. Keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem laut;

Keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarkat;

5. Keterpaduan antar ilmu pengetahuan dan manejemen dengan mengembangkan masukan dari
pendekatan spesifik untuk membantu proses-proses menajemen;

6. Keterpaduan perencanaan tata ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang
mengakomodir kepentingan arus bawah;

7. Keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
8. Keterpaduan antar Negara di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang bertetangga.
Asas berbasis masyarakat, yaitu proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil
melalui desentralisasi pengelolaan sumberdaya yang menjadi penopang masyarakat setempat dan
melalui pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya
tersebut, dengan prinsip-prinsip: Sukarela bukan persyaratan atau keharusan; insentif bukan
sanksi; penguatan bukan birokrasi; proses, bukan substansi; dan, penunjuk arah, bukan jalan
spesifik;

Asas wilayah dan ekosistem, yaitu wilayah dan ekosistem merupakan dua pokok yang menyatu

(convergent), di mana secara yuridis berlakunya Peraturan Daerah ini terbatas pada wilayah

Kabupaten Halmahera Barat tetapi karena pencemaran dan perusakan di suatu tempat akan

langsung memiliki dampak terhadap lokasi yang berdekatan maka sekalipun bukan merupakan hak

pengelolaan namun daerah memiliki hak untuk setidaknya mengetahui dan mengawasi kegiatan di

lokasi yang kemungkinan besar akan berdampak pada Daerah;

R
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Asas keseimbangan dan berkelanjutan, yaitu tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan
pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya
mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada;

Asas pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun
kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan
sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
Asas tanggung gugat (akuntabel) dan transparan, yaitu mekanisme kegiatan ditetapkan secara
transparan, demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta
memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta
berbagai pihak lain yang berkepentingan;

Asas pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya
pesisir, yaitu penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan
memelihara lingkungan alam sekitar oleh masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah
menunjukan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan;

Asas pemerataan dan keadilan, yaitu bahwa manfaat ekonomi sumberdaya dapat dinikmati oleh
sebagian besar anggota masyarakat dengan berpegang kepada kebenaran, tidak berat sebelah,
tidak memihak dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir;

Pasal 5

Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu berbasis masyarakat adalah :

a.

b.

Menyusun dan menetapkan kerangka kerja dan prioritas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil secara terpadu berbasis masyarakat.

Mengurangi dan menghentikan, menanggulangi, mengawasi, dan mengendalikan tindakan dari
kegiatan-kegiatan merusak terhadap habitat dan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil.

Menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya wilayah pesisir dalam rangka
pembangunan di wilayah pesisir yang memperhatikan daya dukung lingkungan.

Mendorong kerjasama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu
antara masyarakat lokal, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat
atau lembaga lainya yang bergerak dibidang lingkungan.

Meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian masyarakat pesisir dalam pemafaatan dan
pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 6

Manfaat pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu berbasis masyarakat
adalah:

a.

Terwujudnya rencana, penetapan dan koordinasi prioritas-prioritas pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil dalam rangka memanfaatkan secara effisien dan konsisten kapasitas dan
sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

Terlindunginya wilayah pesisir dari degradasi akibat pemanfaatan yang berlebihan, dengan
perusakan habitat.

Berkembangnya sumberdaya di wilayah pesisir bagi pemanfaatan ekonomi yang bermuara kepada
peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui cara-cara keilmuan yang benar dan adil
secara ekonomis;

Terwujudnya tanggung gugat (akuntabilitas) dan kepemimpinan dalam pengelolaan pesisir dan
pulau-pulau kecil.

Pasal 7

Prioritas pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu berbasis masyarakat adalah:

a.

b.

C.

o

Meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan melalui proses antar sektor dalam membuat dan
meninjau keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir.

Melindungi habitat pesisir melalui penetapan dan pelaksanaan Perlindungan Laut atau Taman Laut
Kabupaten Halmahera Barat.

Meningkatkan keadilan dan partisipasi melalui pengakuan hak masyarakat tradisional;
Meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat;
Memajukan dan mempertahankan sumberdaya perikanan pesisir melalui pencegahan, pelarangan
dan penghapusan kegiatan penangkapan yang merusak;
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f.  Menyesuaikan perencanaan tata ruang dengan mengacu pada pola pemanfaatan sumberdaya
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB IV
PROSES PENGELOLAAN

Pasal 8

Proses pengelolaan pesisir meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendalian
terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan sumberdayanya.

Pasal 9

Proses pengelolaan pesisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan melalui kegiatan antar
pemangku kepentingan.

BABV
KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 10

Kewenangan dalam pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau kecil di Kabupaten Halmahera Barat untuk
bidang-bidang tertentu mencakup:
a. Untuk seluruh wilayah pesisir :
1. Menata dan mengelola perairan di wilayah laut sesuai kewenangan;
2. Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup Nasional;
3. Penetapan tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
b. Diwilayah laut kewenangan Kabupaten:
Melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
Melakukan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan.
Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut.
Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan.
Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut.
ewenangan lainnya berkenaan dengan pengelolaan pesisir
Kewenangan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang secara tegas menunjuk
kewenangan tersebut sebagai kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Kewenangan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai wilayah administrasi dan tugas
pembantuan.

C.

SXxX oo~

Bagian Kedua
Kebijakan Regulasi

Pasal 11

Kebijakan Regulasi terdiri dari:

a. Kebijakan Penjabaran Regulasi tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan
memperhatikan asas-asas dalam Peraturan Daerah ini.

b. Pembuatan Peraturan operasional untuk melindungi sumberdaya pesisir, dan pulau-pulau kecil
yang mencakup wilayah pantai, hamparan lamun, mangrove, terumbu karang dan biota laut yang
berasosiasi di dalamnya.

c. Pengaturan mengenai kegiatan pembudidayaan dan penangkapan ikan, pertambangan,
perhubungan, pariwisata, kehutanan, pertanian, serta pertahanan diwilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil.

d. Kewenangan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk melindungi lingkungan hidup
dan pemberdayaan masyarakat.

e. Kewenangan Desa diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
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BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT LOKAL

Pasal 12

(1) Masyarakat lokal memiliki hak-hak sebagai berikut :

a.

b.

C.

d.

Hak memperoleh nilai ekonomi pada obyek ekonomi tertentu atas sumberdaya wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil;

Hak melindungi dan mempertahankan nilai ekologis atas sumberdaya wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil;

Hak memperoleh dan memberikan informasi tentang pengelolaan sumberdaya wilayah peisisr
dan pulau-pulau kecil;

Hak untuk mengetahui dan memberi persetujuan atas setiap usaha atau kegiatan yang akan
dilakukan pihak lain di wilayah pesisir Desa/Kelurahan sebelum pemberian izin oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

(2) Masyarakat memiliki hak-hak sebagai berikut :

a.

b.
C.

Hak ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 butir a didaftarkan menurut
ketentuan pada pasal 14 atau pasal 15 Peraturan Daerah ini.

Hak memperoleh Informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Hak memperoleh Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil.

(3) Masyarakat memiliki kewajiban sebagai berikut :

a.

b.

C.

Menjaga dan mempertahankan obyek-obyek bernilai ekonomi dan bernilai ekologis dari
lingkungan hidup sumberdaya wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil;

Memberikan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal;

Terlibat aktif secara partisipatif dan demokratis dalam musyawarah masyarakat lokal dalam
menentukan arah dan kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil.

Melaporkan kegiatan yang memiliki dampak merusak dan merugikan.

Pasal 13

(1) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diatur sesuai ketentuan Perundang-
undangan.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat melalui instansi terkait sebagaimana dimaksud
pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini menyelenggarakan pendaftaran hak-hak ekonomi
tertentu dari masyarakat lokal untuk pengelolaan sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan
daerah.

(3) Pendaftaran sebagaimana pada ayat (3) pasal ini dilaksanakan dengan proses :

a.

Pemuka-pemuka adat dari kelompok masyarakat lokal mengumpulkan dan menyajikan bukti
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat melalui instansi terkait sebagaimana
dimaksud pada pasal 14 ayat (2) huruf (c), poin (1), bahwa masyarakat senantiasa
menjalankan praktek-praktek tersebut secara teratur dan turun-temurun;

Pemerintah Daerah Halmahera Barat melalui instansi terkait sebagimana dimaksud pada Pasal
14 ayat (2) huruf (c) poin (2) melakukan peninjauan atas bukti ini untuk menyusun rancangan
keputusan;

Bupati menetapkan keputusan, setelah melalui proses partisipasi masyarakat atas rancangan
keputusan dimaksud di atas.

Pasal 14

(1) Pendaftaran hak-hak ekonomi tertentu dari masyarakat lokal untuk pengelolaan sumberdaya alam
di wilayah pesisir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

(2) Proses pendaftaran sebagimana dimaksud (1) pasal ini ditetapkan dengan memperhatikan pokok-
pokok sebagai berikut:

a.

Sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dalam lingkup wilayah masyarakat lokal harus
diberitahukan dan dilaporkan secara tertulis oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui
instansi terkait;
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b. Pemerintah Desa berkewajiban menginventarisir dan melaporkan dalam bentuk tertulis semua
data kegiatan masyarakat tersebut kepada Bupati melalui instansi terkait;

c. Proses pengakuan praktek-praktek dan kebiasaan tradisional dalam pemanfaatan sumberdaya
wilayah pesisir adalah sebagai berikut:

1. Pemuka-pemuka adat dari kelompok masyarakat lokal mengumpulkan dan menyajikan
bukti kepada Pemerintah Daerah melalui instansi terkait bahwa masyarakat senantiasa
menjalankan praktek-praktek tersebut secara teratur dan turun-temurun;

2. Pemerintah Daerah melalui instansi terkait, melakukan peninjauan atas bukti ini untuk
menyusun rancangan keputusan;

3. Bupati menetapkan keputusan, setelah melalui proses partisipasi masyarakat atas
rancangan keputusan dimaksud diatas.

BAB VI
PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DAN ORGANISASI NON PEMERINTAH

Pasal 15

Yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah dalam
Peraturan Daerah ini adalah yang bergerak dan beraktivitas di bidang lingkungan hidup.

Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi Non Pemerintah berperan untuk:

a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan, dan peran serta masyarakat lokal dalam
pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara bertanggungjawab;

b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat lokal dalam pengelolaan
sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;

c. Menumbuhkan sikap inisiatif masyarakat lokal untuk melakukan pengawasan dan kontrol sosial
terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

d. Memberikan saran pendapat dan masukan;

e. Menyampaikan informasi dan/atau laporan;

BAB VIII
PERAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 16

Perguruan Tinggi berperan dan ikut serta dalam:

a.

b.

C.

Mengembangkan bantuan teknis dan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil;

Mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam hal pengelolaan sumberdaya
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

Melakukan Kajian dan pengembangan Pengelolaan Pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu berbasis
masyarakat.

Membantu Pemerintah dalam melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan mengenai lingkungan hidup
dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui Tri Dharma
Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;

Memberikan saran, pendapat dan masukan diminta atau tidak diminta kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
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BAB IX
KOORDINASI PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 17

(1) Dalam rangka pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten
Halmahera Barat membentuk suatu Badan Pengelola Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (BP3K) yang
non struktural setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Halmahera Barat.

(2) Keanggotaan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas perwakilan dari
dinas dan instansi terkait, Badan pengelola pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten Halmahera
Barat, Lembaga swadaya Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perguruan Tinggi.

Pasal 18

Koordinasi pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau kecil mencakup:

(1) Mengkoordinasikan setiap kebijakan Program dan pelaksanaan yang berhubungan dengan
pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil kepada Masyarakat.

(2) Menjabarkan dan Menyebarluaskan setiap Kebijakan dan Program serta pelaksanaannya berkenan
dengan pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil kepada Masyarakat.

(3) Mengidentifikasikan, mengklarifikasikan, memverifikasi serta mencari solusi atas masalah yang
berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

(4) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas setiap kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-
pulau Kecil yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun

(5) Menjalankan kegiatan pusat informasi pesisir dan Pulau-pulai Kecil.

Bagian kedua
Koordinasi Regulasi

Pasal 19

Koordinasi pengelolaan wilayah pesisir diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X
PERENCANAAN DAN PROGRAM WILAYAH PESISIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

(1) Perencanaan dan Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil berasal dari prakarsa
pemerintah, Non pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta dan masyarakat;.

(2). Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas:

a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP-PPK) untuk masa 10 sampai
20 tahun;

b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-PPK) untuk masa 5 sampai 10
tahun;

c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP-PPK) untuk masa 3
sampai 5 tahun

d. Rencana Aksi, untuk masa 1 sampai 2 tahun.

(3). Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun secara Hierarkis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah diakui dan diatur hak-hak tertentu di
bidang ekonomi dan badan lingkungan hidup Kabupaten Halmahera Barat.
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Bagian Kedua
Rencana strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP PPK)

Pasal 21

. RSWP-PPK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Pembangunan jangka

Panjang Kabupaten Halmahera Barat.

. Jangka waktu RSWP-PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 20 ( dua puluh ) tahun

dan dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 ( lima ) Tahun sekali.

. RSWP-PPK berisi penjelasan Umum tentang sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

serta Potensinya, Visi dan Misi Pengelolaan Pesisir, tujuan dan sasaran, strategi dan arahan
Program pengelolaan, dan makanisme pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-PPK)

Pasal 22

. RZWP-PPK merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil

yang diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang Wilayah
Kabupaten.

. Jangka waktu berlakunya RZWP-PPK selama 15 (lima belas) Tahun dan dapat ditinjau kembali

setiap 5 ( lima ) Tahun.

. RZWP-PPK terdiri dari:

a. Pengalokasian Ruang dalam pemanfaatan laut, Kawasan Konservasi laut, kawasan tertentu
dan alur laut.

b. Penetapan pemanfaatan Ruang Laut.

c. Penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, dan ekonomi.

. RZWP-PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah.

Bagian Keempat
Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-PPK)

Pasal 23

. RPWP-PPK Merupakan arahan yang lebih rinci tentang pemanfaatan sumberdaya diwilayah

pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

. Rencana Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari:

a. Kebijakan pengaturan mencakup pemanfaatan sumberdaya yang diizinkan dan yang dilarang.

b. Skala prioritas pemanfaatan sumberdaya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.

c. Mekanisme pelaporan yang teratur dan sistimatis untuk menjamin tersedianya data dan
informasi yang akurat dan dapat diakses.

. Jangka waktu berlakunya RPWP-PPK selama 5 (lima) Tahun dan dapat dievaluasi kembali

sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Rencana Tahunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RTWP-PPK)

Pasal 24
RTWP-PPK dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi sebagai

upaya mewujudkan rencana strategis.
RTWP-PPK berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun
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BAB XI
PERENCANAAN DAN PROGRAM

Pasal 25

Pemerintah Daerah diharuskan memiliki rencana dan program pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.

Rencana dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus mencakup pengelolaan
di bidang ekonomi dan lingkungan hidup.

Pasal 26

Dalam rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain:

a. Diakui dan diatur hak-hak tertentu dibidang Ekonomi dan lingkungan hidup dari masyarakat
lokal:

b. Didukung regulasi daerah tentang perlindungan laut diwilayah laut.

c. Pembentukan taman laut apabila dimungkinkan oleh suatu studi kelayakan

Perencanaan dan Program pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat berasal dari Prakarsa
Pemerintah, non Pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal atau perorangan.

BAB XIl
PENATAAN RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu
Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 27

Penataan Ruang Laut dilakukan dalam bentuk rencana Zonasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 dengan memperhatikan rencana tata ruang Daerah.

Penataan ruang pesisir dilakukan dalam bentuk rencana Zonasi dengan memperhatikan rencana
tata ruang Daerah.

Bagian Kedua
Reklamasi

Pasal 28

Reklamasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat

dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib melaksanakan:

a. Menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir.

b. Manjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi
lingkungan pesisir

c. Memperhatikan persyaratan teknis pengambilan, Pengurukan dan Penimbunan material.

Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi berpedoman pada Rencana Zonasi Wilayah.

BAB XIil
PERJANJIAN DAN JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 29

Setiap orang dan/atau badan Hukum yang hendak melakukan usaha diwilayah pesisir dan Pulau-
pulau Kecil wajib:

a. Memperhatikan aspirasi masyarakat pesisir.

b. Membuat rencana rehabilitasi lingkungan.

c. Membuat rencana pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Daerah memberikan hak pengusahaan diwilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil
setelah dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



-14-

Pasal 30

(1) Pelaksanan rencana Rehabilitasi dan Pemberdayaan masyarakat Pesisir sebagaimana dimaksud
pada pasal 30 ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan
masing-masing berdasarkan dengan ketentuan Perundang-undangan ini.

(2) Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
kepada orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengusahaan di wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil tersebut.

BAB XIV
BENCANA

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah harus mempunyai perencanaan dan prosedur pelaksanaan pengendalian
kerusakan akibat Alam dan/atau Bencana Alam maupun antisipasi terhadap terulangnya Bencana
Alam di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Pengendalian kerusakan akibat Alam dan/atau Bencana Alam diwilayah pesisir dan Pulau-pulau
kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pencegahan, Mitigasi, kesiapsiagaan
(kesiapan dini), tanggap darurat dan/atau Pemulihan.

BAB XV
PENDANAAN DAN KERJASAMA

Pasal 32

Pendanaan untuk pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat diperoleh melalui pungutan
dari berbagai sektor kegiatan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program dan pendanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah
melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14
ayat (1) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XVII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 34

(1) Sengketa pengelolaan diwilayah pesisir antara anggota masyarakat dalam satu desa didamaikan
oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Lembaga Adat Desa yang ada.

(2) Jika perdamaian dapat dicapai, maka perdamaian itu dibuat tertulis dan ditandatangani para pihak
serta saksi-saksi dan anggota lembaga Adat Desa yang ada, kemudian disahkan oleh Kepala
Desa.

(3) Sengketa yang telah didamaikan oleh kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang
bersengketa.

Pasal 35

(1) Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan diwilayah pesisir yang melibatkan lebih dari satu Desa
diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para Pihak dengan di fasilitasi oleh Camat.

(2) Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi, penilaian
Ahli, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, atau melalui Adat istiadat / kebiasaan / kearifan local.
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(3) Apabila tidak terjadi Musyawarah untuk Mufakat dalam Konflik, maka para pihak dapat meminta
penyelesaian melalui Badan yang dibentuk untuk itu, boleh dilakukan dengan melibatkan atau
tidak melibatkan pihak Pemerintah.

(4) Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, sebagai alternatif terakhir hanya dapat ditempuh
apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salahsatu
atau para pihak yang bersengketa.

BAB XVIiI
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 36

Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan sumberdaya Alam diwilayah laut terhadap Eksploitasi

dan Eksplorasi yang bersifat melawan Hukum dengan:

a. Menyediakan Sarana/Prasarana dan pendanaan yang diperlukan untuk itu;

b. Melakukan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya;

c. Melakukan Koordinasi dengan Instansi teknis terkait untuk Penegakan Hukum di laut.

Pasal 37

Pemerintah Kecamatan Melaksanakan Perlindungan Sumberdaya alam diwilayah Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil terhadap Eksploitasi dan Eksplorasi yang bersifat melawan Hukum dengan:

a. Melakukan Koordinasi dengan musyawarah Pimpinan Kecamatan

b. Melakukan Koordinasi dengan aparat penegak Hukum sesuai dengan bidang tugas dan
Kewenangannya.

c. Melakukan Koordinasi dengan Instansi teknis terkait untuk penegakan Hukum di laut.

Pasal 38

Pemerintah Desa melaksanakan perlindungan Sumberdaya Alam dengan menegakan Sanksi yang di
tetapkan dalam Peraturan Desa yang di buat berdasarkan Penjabaran dari Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan Desa.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 39

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di
Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana Penyidik untuk melakukan
Penyidikan Tindak Pidana dibidang lingkungan Hudup, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan
Tindak Pidana, dibidang pengelolaan pesisir agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap.

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang
pengelolaan pesisir.

c. Meminta keterangan dan Barang Bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang pengelolaan pesisir.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan Tindak
Pidana dibidang Pengelolaan pesisir.

e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, dan
Dokumen-dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak Pidana di
bidang pengelolaan pesisir.
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g. Menghentikan, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat dan pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokuman yang di
bawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di bidang pengelolaan pesisir dan
pulau-pulau kecil.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka.

j. - Menghentikan Penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang
pengelolaan Pesisir dan pulau-pulau kecil menurut Hukum yang dapat dipertanggung
Jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan
menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

Pengusaha perairan pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari dunia usaha dan masyarakat yang
melanggar ketentuan pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah.

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) malalui proses sesuai Peraturan
Perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Setiap orang atau Badan Hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini di Pidana dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

Selain ketentuan Pidana yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Perbuatan
yang dipidana menurut Perundang-Undangan lain, kecuali oleh Undang-undang ditentukan lain.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan
wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Halmahera Barat tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
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BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : JAILOLO
pada tanggal : 9 JULI 2012

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Diundangkan di : JAILOLO
padatanggal : 9 JULI 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Dr. Ir. H. ABJAN SOFYAN, M.T

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2012
NOMOR SERI E
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI PULAU-PULAU KECIL SECARA TERINTEGRASI
DAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PENJELASAN UMUM

Wilayah Pesisir beserta segenap sumber daya secara histories sangat penting bagi
pembangunan Kabupaten, dengan luas lautan 11.636,42 km, wilayah pesisir Kabupaten
Halmahera Barat memiliki potensi ekonomis yang dapat dikembangkan untuk sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan masyarakat. Potensi dapat berupa sumber daya yang dapat diperbaharui
berupa bahan mineral dan jasa lingkungan seperti pariwisata bahari, mengingat pentingnya
ekosistim wilayah pesisir maka Kabupaten Halmahera Barat kemudian mencanangkan Perikanan
dan kelautan sebagai salah satu Program unggulan Daerah ini, hal ini sekaligus menjamin
pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir yang lestari (sustainable yield).

Wilayah pesisir Kabupaten Halmahera Barat di lain pihak juga sedang menghadapi
Degradasi Lingkungan dan deplesi sumberdaya. Beberapa kawasan pesisir di tengarai mengalami
sedimentasi sehingga mengakibatkan kekeruhan pada perairan sekitarnya. Hal ini pada gilirannya
berdampak pada keberlangsungan hidup sumberdaya wilayah pesisir dan lingkungannya.
Ancaman kerusakan ini berasal dari kegiatan yang tidak berwawasan lingkungan, baik untuk
kepentingan ekonomi maupun akibat kekurang pahaman akan pentingnya wilayah ini. Selain itu,
akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial / sektoral di wilayah pesisir atau
dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang di dukung peraturan yang ada sering
menimbulkan kerusakan sumberdaya pesisir, peraturan yang ada lebih berorientasi pada
eksploitasi sumber daya pesisir tanpa memperhatikan kelestarian sumberdaya, sementara
kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, dan berbasis
masyarakat relative kurang, kondisi ini akan menjadi penghalang dalam pembangunan kawasan
pesisir dan keberhasilan program unggulan perikanan dan kelautan Kabupaten Halmahera Barat
di masa mendatang.

Keunikan wilayah pesisir yang rentan, berkembangnya konflik, dan terbatasnya akses
pemanfaatan bagi masyarakat pesisir perlu di kelola secara baik agar dampak aktifitas manusia
bisa dikendalikan dan sebagai wilayah pesisir dipertahankan untuk Konservasi. Prakarsa
masyarakat perlu didorong untuk mengelolah wilayah pesisirnya dengan baik, dan yang telah
berhasil perlu diberi intensif, namun terhadap yang merusak perlu diberikan sanksi Norma-norma
pengelola wilayah pesisir tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan,
pengelolaan, dan pengawasan, Norma-norma ini akan memberikan peran pada Pemerintah,
masyarakat, swasta sebagai pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama sinergiskan
program dan kegiatan dalam suatu system pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, Peraturan
Daerah memberikan landasan kepada pengembangan kerja-sama antar sector melalui sistem
koordinasi yang baik dan terarah. Melalui mekanisme koordinasi yang baik maka diharapkan
perencanaan sektoral dapat sinergis satu sama lainnya dengan berlandaskan pada. Sustainable
use of resourbes.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :
Cukup Jelas

Pasal 2 :
Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini meliputi ruang yang masih terkena
pengaruh oleh kegiatan didaratan dan ruang daratan dimana pengaruh laut masih
terasa. Untuk kejelasan didalam implementasinya maka kearah laut ditetapkan
sejauh 12 mil diukur dari garis pantai sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sedangkan kearah
daratan ditetapkan sesuai dengan batas Kecamatan untuk kewenangan Provinsi.
Untuk kewenangan Kabupaten/Kota kearah laut ditetapkan sejauh sepertiga dari
wilayah laut kewenangan Provinsi sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sedangkan kearah daratan sesuai batas
Kecamatan
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Pasal 3 :
Cukup Jelas
Pasal 4 :
Cukup Jelas
Pasal 5 :
Cukup Jelas
Pasal 6 :
Cukup Jelas
Pasal 7 :
Pengelolaan wilayah pesisir dimaksud dilaksanakan secara terpadu dengan
mengakomodasikan berbagai kepentingan yang terpilah-pilah menjadi suatu sistem
yang saling serasi dan saling menguntungkan, sehingga kegiatan masing-masing
sektor dapat saling mengisi dan mendukung, serta bersinergi dengan kegiatan
Pembangunan Daerah dan masyarakat pesisir.
Pasal 8 :
Cukup Jelas
Pasal 9 :
Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi:
a. Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah.
b. Dunia Usaha.
c. Masyarakat.
Pasal 10:
Cukup Jelas
Pasal 11:
Huruf (a,b,c,d,e) Cukup Jelas
Pasal 12:
Cukup Jelas
Pasal 13:
Ayat (1,2)
Cukup Jelas
Ayat (3), huruf (a,b,c)
Cukup Jelas
Pasal 14:
Ayat (1)
Koordinasi dalam Pengelolaan wilayah pesisir oleh Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Halmahera Barat dengan melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa
serta Instansi teknis lainnya.
Ayat (2)
Dalam mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Halmahera Barat dapat melakukan pertemuan-pertemuan dan/atau
melibatkan wakil pemangku kepentingan dalam proses koordinasi dimaksud.
Pasal 15:
Cukup Jelas
Pasal 16:
Cukup Jelas
Pasal 17:
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 18:

Ayat (123.4.5)



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

19:
Cukup Jelas

20:
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Avyat (3)
Cukup Jelas
21:
Ayat (1,2,3)
Cukup Jelas

22
Ayat (1,2,3,4)
Cukup Jelas

23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
24 .
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
25:
Ayat (1,2)
Cukup Jelas
26:
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
27 .
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
28
Ayat (1,2,3)
Cukup Jelas

29:
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

30:
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

31:
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
32:
Cukup Jelas

33:
Cukup Jelas
34
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
35:
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
36:
Cukup Jelas
Ky
Cukup Jelas
38:
Cukup Jelas
39:
Ayat (1,2,3)
Cukup Jelas
40:
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
41:
Ayat (1,2,3)
Cukup Jelas
42 -
Cukup Jelas
43
Cukup Jelas
44 :
Cukup Jelas
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Dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Halmahera Barat

Nomor
Seri

DR. Ir. H. ABJAN SOFYAN, MT

Tanggal

Nomor

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

2012



